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ABSTRAK  

       Seiring dengan perkembangan tekonologi dan kemajuan di era modern, begitu 

pula manusia yang memilih kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, 

seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt 

membolehkan hamba-Nya, seperti melakukan praktik muamalah yaitu upah 

mengupah. Anteraja dan J&T membentuk jasa kurir mereka sendiri , dalam 

melakukan proses pengantaran barang antara kurir Anteraja dan Kurir J&T 

terdapat perbedaan yaitu dalam hal penentuan upah. Perbedaan tersebut terdapat 

pada gaji pokok dan insentif yang mereka terima.  

       Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana 

Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya 

dan Kurir J&T Cabang Basuki Rahmat. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah 

Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang 

Basuki Rahmat.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dan di 

analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku 

mengenai realita serta sifat-sifat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan wawancara dan dokumentasi. 

       Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya 

perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir Anteraja dan kurir J&T karena pada 

dasarnya terdapat kebijakan perusahaan antara Anteraja dan J&T dan kurir J&T 

lebih banyak dalam pengantaran barang dan dalam praktiknya Kurir J&T 

membawa lebih banyak paket otomatis pekerjaan yang dilakukan oleh Kurir J&T 

lebih lama dari Kurir Anteraja. Perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir 

Anteraja dan kurir J&T adalah diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi 

rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan prinsip upah yaitu 

adil dan layak. Pembayaran upah jasa di Anteraja dan J&T termasuk kedalam 

Ajrun Mitsil ( upah yang sepadan ) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta 

sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Serta Terdapat perbedaan dalam 

hal upah mengupah antara kurir Anteraja dan kurir J&T, yaitu gaji pokok, insentif 

dan uang bensin sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Dan hal 

tersebut tidak bertentangan dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 1 ―Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima 

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atas jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

Kata kunci: Upah, Kurir, Paket 
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MOTTO 

آ اٰتيَتُُْْ بِِلمَْعْرُوْفِِۗ  َّمْتُُْ مَّ  فلَََ جُناَحَ علَيَْكُُْ اِذَا سَل
 

“Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut”. 

(Q.S. Al-Baqarah : 233)  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul 

dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam perlu memahami skripsi ini. Judul 

skripsi ini adalah ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif 

Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket‖. Penegasaan judul yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah merujuk kepada hukum-hukum 

Allah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan dan segala 

bentuk transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.
1
 

2. Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang 

memiliki otoritas membentuk hukum.
2
 Adapun hukum positif yang 

digunakan dalam undang-undang dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 

Angka 30, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. 

                                                           
1
 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 2011), 24. 
2
 Syofyan Hadi, ‗Hukum Positif Dan the Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya 

Dalam Masyarakat)‘, Journal Ilmu Hukum, 13 (2017), 262. 

 



2 
 

 

 

 

3. Penentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti 

penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan. Arti lain dari 

penentuan adalah penetapan.
3
 

4. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atau jasanya dalam 

produksi kekayaan seperti faktor lainnya, sedangkan menurut benham 

upah ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian.
4
 

5. Jasa Kurir adalah perbuatan yang berguna bagi orang lain dan sebagai 

utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.
5
 

6. Pengantar Paket merupakan suatu layanan dalam perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau 

layanan jasa.
6
 

B. Latar Belakang Masalah 

       Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan di era modern, 

begitu pula manusia yang memilih kebutuhan yang beraneka ragam untuk 

memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebetuhan 

tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka Allah 

Swt membolehkan hamba-Nya. Seperti melakukan praktik muamalah yaitu 

upah mengupahh. Ujrah merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu 

barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah tanpa diikuti dengan 

                                                           
3
 Sunendar Dadang, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 436. 
4
 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 202 
5
 Agus Sulistyo dan Adhi Mulyono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap, ed. by 

ITA (Surakarta, 2010), 210 
6
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 889. 
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pemindahan kepemilikan.
7
 Secara pengertian upah mempunyai arti sebagai 

harga atau balas jasa atas prestasi kerja.
8
  Kemudian secara Hukum Positif 

Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja. 

         Memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan suatu 

pekerjaan atau sudah mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, upah 

setiap orang harus disesuaikan berdasarkan dengan pekerjaannya. Oleh karena 

itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari yang telah dikerjakan oleh 

pekerja. Menurut Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan 

selesai. Upah dalam fiqh muamalah adalah suatu bentuk kompensasi yang telah 

diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut balasan karena telah 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang 

memperkerjakannya.
9
 

       Menurut  Imam Syafi‘i, ujrah secara etimologi yaitu upah. Sedangkan 

secara terminologinya yaitu memberikan kemanfaatan yang bisa diketahuu 

dan dapat diganti dengan kemanfaatan lain (upah). 

                                                           
7
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  45. 

8
 Achmad S. Ruky, Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan 

Perusahaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 7. 
9
 Saprida, ‗Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan 

Kecamatan Abab Kabupaten Pali‘, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 5 No. 1 

(2018), 41 (http://dx.doi.. 
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 Proses pengantaran barang antara kurir Anteraja dan J&T memiliki 

perbedaan yaitu dalam hal penentuan jasa atau upah. Perbedaan pembayaran 

jasa pada kurir dalam pengantaran barang antara kurir Anteraja dan J&T 

terdapat pada gaji pokok, insentfif dan bonus yang mereka terima. Jika kurir 

Anteraja  gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya, sudah termasuk 

gaji pokok, insentif, uang transport. Sedangkan gaji pokok J&T Rp. 1.900.000 

setiap bulannya.  

       Insentif yang diterima oleh kurit J&T biasanya komisi yang didapat 

adalah 700/paket yang berhasil diantar kepada penerima. Semakin banyak 

paket yang berhasil diantar, semakin banyak pula komisi yang didapat sebagai 

tambahana akumulasi gaji bulanan. Kurir J&T juga mendapatkan tunjangan 

bensin yaitu Rp. 100.000 per minggu nya 

       Sehingga berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam 

sistem penentuan upah jasa kurir pengantar paket terdapat ketikadilan antara 

kurir Anteraja dan J&T. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini 

sebagai objek peneliti dengan judul ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan 

Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket‖ (Studi 

Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung ). 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini 

memfokuskan beberapa masalah yang akan dijadikan penelitian selanjutnya. 
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1. Fokus Penelitian       

Fokus penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan 

hukum positif terhadap perbedaan upah jasa kurir pengantar paket di 

Anteraja                                                                                      

jalan purnawirawan raya dan J&T jalan basuki rahmat. 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Adanya perbedaan dalam pembayaran upah antara kurir Anteraja dan 

kurir J&T. 

b. Perbedaan pembayaran upah, yaitu terdapat gaji pokok, insentif dan uang 

bensin, 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan upah jasa antara kurir Anteraja cabang purnawirawan 

raya dan kurir J&T cabang basuki rahmat ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif 

terhadap perbedaan dalam upah jasa antara kurir Anteraja cabang 

purnawirawan raya dan kurir J&T cabang basuki rahmat ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dalam upah jasa antara kurir 

Anteraja cabang purnawirawan raya dan kurir J&T cabang slamet riyadi. 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan  Tinjauan 

Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam  Upah Jasa Antara Kurir 

Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Basuki 

Rahmat. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi 

tentang penentuan upah jasa antara kurir Anteraja dan J&T. Serta 

memperluas wawasan yang berkaitan dengan upah jasa pengiriman kurir 

pengantar barang apakah sudah sesuai dengan proses atau cara hukum islam 

dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas dan 

dapat dijadikan rujukan penelitian lanjut. 

2. Manfaat praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

baik yang melakukan atau tidak dan penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

       Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Taras Nurmalia tahun 2021 Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul “Penetapan Upah Jasa 

Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif‖. 

Skripsi ini berfokus pada persoalan penetapan upah jasa pengiriman barang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah penetapan jasa sudah sesuia dengan hukum islam dan 

hukum positif. Dengan menggunkan jenis penelitian kualitatif lapangan ini 
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yakni pengamatan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang 

relevan. Data yang digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya dengan melakukan wawancara. Sedangkan data 

sekunder, yaitu sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis 

peroleh dari Al-Quran, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadis, 

buku-buku fiqh muamalah, buku Undang-Undang Dasar RI. Persamaan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai upah jasa 

menurut hukum Islam dan hukum positif keduanya merupakan jenis 

penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu 

lebih menekankan kepada penetapan jasa dalam pengiriman barang. 

Sedangkan skripsi ini peneliti lebih menekankan kepada pemberian upah 

kepada kurir.
10

 

2. Penelitian yanga dilakukan oleh Muhammad Khoirul Iqbal tahun 2021 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul ―Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembayaran Tambahan Upah Tambahan 

Pemasangan Wifi‖. Skripsi ini berfokus pada praktik pembayaran upah 

tambahan pemasangan wifi indihome yang mana, upah tersebut diminta 

oleh petugas teknisi yang melakukan pemasangan wifi, yang akad atau 

kesepakatannya telah ditetapkan oleh pihak indihome di pembayaran awal, 

tetapi petugas teknisi indihome meminta biaya tambahan setelah setelah 

instalansi wifi. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan induktif. Data yang digunakakana Data Primer, yaitu sumber 

                                                           
10

 ‗Rima Taras Nurmalia, ―Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)‖ (Skripsi, 

Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022)‘, 10. 
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data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan 

penelahaan dokumen terkait objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder 

yaitu menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil 

penelitian dan karya ilmiah.
11

 Persamaan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah membahas mengenai pembayaran upah dilihat dari Tinjauan 

Hukum Islam keduanya merupakan penelitian kualitatif. Adapun 

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada 

pembayaran upah tambahan dalam pemasangan wifi indihome 

3. Thasya Pratidina (2022) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul 

―Penetapan Gaji Tenaga Kerja Sukarela Perspektif  Hukum Islam Dan 

Hukum Positif (Studi Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) 

menarik beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana penetapan gaji tenaga 

kerja sukarela perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Rsud Dr. 

H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif terhadap penetapan gaji tenaga kerja sukarela perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung). Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah penelitianya adalah penelitian lapangan (field 

research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pada 

RSUD Dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Berdasarkan penulis 

jabarkan dapat disimpulkan bahwa penetapan gaji tenaga kerja sukarela 

                                                           
11

 Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Grafika, 2011), 107. 
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berdasarkan keputusan direktur bukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Menurut perspektif hukum islam terhadap penetapan gaji tenaga 

kerja sukarela ini sudah sesuai dengan  kaidah  Hukum Islam, namun dalam  

praktiknya ada akad yang tidak sesuai ketika awal perjanjian akad 

dilaksanakan.
12

 

Persamaannya sama-sama membahas upah (Ijarah), sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian 

terdahulu pada pekerja di RSUD Abdul Moeloek, sedangkan penelitian ini 

pada kurir pengantar paket di Anteraja dan kurir J&T 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faizurrahman Keraf Ainussyamsi (2021) 

dari IAIN Bengkulu yang berjudul ―Pembayaran Upah Pekerja Perspektif  

Hukum Positif Dan Hukum Islam)‖ penelitiannya menarik permasalahan 

yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Positif 

terhadap Pembayaran Upah Pekerja. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yaitu suatu 

penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, makalah, 

pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur- literatur yang 

menemukan ikatan relevan dengan kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwasanya dalam pemberian upah dalam kajian hukum positif 

pembayaran upah pekerja ditinjau dari segi produktivitas pekerja dan 

kemampuan dari perusahaan. dikarenakan upah pekerja akan diberikan 

dibawah upah minimum regional (UMR) jika produktivitas dan kemampuan 

                                                           
12

 ‗Thasya Pratidina, ―Penetapan Gaji Tenaga Kerja Sukarela Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif (Studi Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)‖ (Skripsi, 

Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022), 10‘. 
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perusahaan menurun. Yang pada akhirnya akan memberikan suatu 

ketidakpastian pada kaum pekerja. 

Persamaannya sama-sama membahas upah (Ijarah), sedangkan 

perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian 

terdahulu pada suatu perusahaan, sedangkan penelitian ini  pada kurir 

pengantar paket di Anteraja dan J&T. 

5. Herlina Kurniati, Marnita, Aida Aprliany, jurnal yang berjudul ―Upah Jasa 

Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing 

Perspektif Hukum Islam‖ penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik 

upah jasa sterelisasi kucing dan bagaiman tinjauan hukum islam tentang 

upah jasa sterelisasi kucing. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian penulis yaitu pada penelitian ini dilihat dari perspektif hukum 

islam dan pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan 

observasi, dan objek dalam penelitian ini adalah kucing pada klinik hewan 

GRANDIA Pet Care.
13

 

Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode hukum ekonomi 

syariah dan menggunakan objek kurir pengantar paket di kantor cabang 

purnawirawan raya dan kantor cabang basuki rahmat serta pengambilan data 

dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Persamaan pada 

penelitian ini dengan penulis ialah sifat penelitiannya penelitian kualitatif 

dengan pendekatan induktif dan sumber datanya menggunakan data primer 

dan data sekunder. 

                                                           
13

 Aida Apriliany Herlina Kurniati, Marnita, ‗Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam 

Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam‘, Journal Asas Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol 12.No 02 (2020) https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279. 
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H. Metode Penelitian 

       Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan utnutk memperoleh fakta-fakta secara sistematis 

untuk mewujudkan kebenaran.
14

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini adalah kualitatif. 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala 

secara detail tanpa adanya proses pengukuran. Menurut jenisnya 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari 

lapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah Tinjauan 

hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir 

Pengantar Paket Pada Jasa kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawiran Raya 

dan J&T  Cabang Jalan Basuki Rahmat. 

  

                                                           
14

 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 28. 
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b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, 

penelitian yang memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai 

sesuatu, individu, gejala, keadaan dan kelompok tertentu.
15

  

2. Sumber Data Penelitian 

       Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder.  

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
16

 Data primer 

diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field 

research) dengan cara wawancara (interview). Dalam hal ini data primer 

diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian 

bersumber pada cabang Anteraja dan cabang J&T. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari Al-Qur‘an, 

buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

  

                                                           
15

 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metode Penelitian Islam (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2016), 31. 
16

 Susiadi AS, Metologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan 

LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3. 
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3. Populasi 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dari penelitian.
17

 

Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah 15 orang, 

diantaranya 1 Regional Manager, 1 Staging Store Leader serta 5 kurir 

Anteraja dan 1 Regional Manager, 1 Admin Network serta 6 kurir J&T. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah 

populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah 

jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.
18

 Karena penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan 

populasi dijadikan objek penelitian sampel. Berdasarkan sampel dalam 

penelitian keseluruhan dari populasi yang berjumlah 15 orang maka 

penelitian ini disebutkan dengan penelitian populasi. 

  

                                                           
17

 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), 64. 
18

 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 173. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

       Metode yang digunakan dalam pengumpulan ini adalah mencari data-

data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-

langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya.
19

  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
20

 Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh 

data-data yang sumbernya ada pada dokumentasi tertulis dan lainnya 

sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari 

data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai upah kurir 

pengantar paket di kantor cabang ANTERAJA dan kantor cabang J&T. 

Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi 

Komparatif Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung) 

  

                                                           
19

 Nurdin Ismail dan Sri Hartati, Metodelogi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia, 2019), 178. 
20

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alvabeta, 2011), 240. 
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5. Metode Pengolahan Data 

       Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan 

metode dan cara-cara terttentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam 

metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara 

diantaranya: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pengeditan data adalah penelitian kembali data yang telah 

dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan 

tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
21

 

b. Sistemasi data 

Sistemasis data adalah menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

c. Verifikasi 

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah 

didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan 

dipergunakan dalam penelitian.
22

 

6. Teknik analis data 

       Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara 

dua komponen yang satu dengan komponen lainnya (dengan menggunakan 

angka selisih). Untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka akan 

                                                           
21

 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 45. 
22

 Moh. Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), 67. 
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menggunakan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis 

kualitatif , yaitu menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, 

pemyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.
23

 Metode induktif 

merupakan metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan 

mekanisme perbedaan pembayaran jasa kurir pengantar paket dipandang 

menurut hukum islam dan hukum positif. 

I. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri 

adalah: 

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari Identifikasi dan 

Batasan Masalah yakni Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus 

dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penlitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam 

menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya 

2. Bab Kedua, berisi Landasan Teori, yang meliputi: Pengertian Upah, Dasar 

Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Macam-Macam Upah dan Sistem 

Upah, Pembatalan dan berakhirnya upah, dan Prinsip-Prinsip Pengupahan. 

                                                           
23

 Ahmad Rijali, ‗Analisis Data Kualitatif‘, Journal Alhadharah, 17 

no. 33 (2018), 85. 
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Upah Menurut Hukum Positif, Pengertian Upah, Dasar Penetapan Upah, 

Bentuk dan Jenis Upah dan Sistem Pembayaran Upah. 

3. Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi Laporan Penelitian, yang meliputi: 

Gambaran Objek Penelitian seperti: Sejarah Berdirinya Anteraja Cabang 

Jalan Purnawirawan Raya, Sejarah Berdirinya J&T Cabang Jalan Basuki 

Rahmat, Visi Misi Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya, Visi Misi 

J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Struktur Organisasi Anteraja Cabang 

Jalan Purnawirawan Raya, Struktur Organisasi J&T Cabang Jalan Basuki 

Rahmat, Sistem Pengupahan Jasa Kurir Pengiriman Barang di Anteraja 

Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat. 

4. Bab Keempat, berisi tentang Analisis Data, yang meliputi: Perbedaan Dalam 

Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya dan 

Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah Antara Kurir 

Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan 

Basuki Rahmat. yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan 

rekomendasi yang dimaksudkan utnuk kajian lebih lanjut. 

5. Bab Kelima, Penutup, Dalam Bab meliputi: Kesimpulan yang berisi 

jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan 

untuk kajian lebih lanjut. 

. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Upah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Upah 

       Upah dalam Bahasa Arab disebut al-ujrah. Ijarah diambil dari kata “al-

ajr”, yang artinya ialah al-wadh (imbalan)
24

, dari pengertian ini pahala 

(twasab) dinamakan “ajr” (upah atau pahala).
25

 Sedangkan secara istilah 

ujrah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau ujrah, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
26

 Upah 

adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk 

imbalan meteri di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala 

di akhirat (imbalan yang lebih baik).
27

 Menurut Imam Syamsyudin, upah 

secara terminologi ialah transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah 

diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang 

juga telah diketahui. 

       Upah dalam Islam biasa disebut sebagai ujrah. Menurut istilah fiqh 

ujrah  berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya 

imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat 

dengan pembayaran. Menurut Islam upah harus ditetapkan secara layak, 

                                                           
24

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29. 
25

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT Alma‘rif, 1987),  07. 
26

 Rachmat Syafe‘i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka setia, 2001), 121. 
27

 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), 874. 
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patut, tanpa merugikan pihak manapun.
28

 Kata ujrah  berasal kata al-ajru 

yang dalam bahasa disebut al-iwadh yang dalam bahasa Indonesia diartikan 

sebagai ganti dan upah. Prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang 

terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melaksanakan 

komitmen. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja 

dengan pengusaha. Bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja harus 

jelas sebelum pekerjaan dilakukan yang meliputi besarnya upah dan tata 

cara pembayaran.
29

 

       Ketenagakerjan jika dalam perspektif Islam, tergolong dalam kegiatan 

Ijarah (sewa-menyewa) dalam hal jual-beli jasa.
30

 Pada Pengertian upah 

yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang dan 

sebagainya yang dibayar untuk imbalan atas jasa-jasa atau merupakan suatu 

pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan karena melakukan suatu 

hal.
31

 Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan 

mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam 

tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang 

diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang 

telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup. 

                                                           
28

 Chaudry Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Predana Media 

Group, 2012), 197–98. 
29

 M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, ‗Abstract: An Overview of Islamic Law on the 

Ricefields Plowing Contracts in Klesem‘, Al-Adalah, 2017, 487. 
30

 Nur Aksin, ‗Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam‘, Meta 

Yuridis, 1.2 (2018), 72–74. 
31

 Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, ‗Tinjauan Akad 

Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditangguhkan Di Desa Cibuaya Kabupaten 

Karawang‘, Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2.1 (2022), 252–58 

https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.389. 
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       Dari definisi beberapa ulama, ijarah dapat dipahami sebagai menukar 

sesuatu dengan adanya imbalan, yang dalam bahasa Indonesia dengan 

sebutan sewa-menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa-menyewa (baiu‟ 

manafi‟) yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah 

(baiu‟khuwwaati) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan.  

Upah dibagi dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Ajrun Musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan 

dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya keridhoan dari kedua belah 

pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan. 

b. Ajrun Misli, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan 

dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun 

sepadan dengan pekerjaannya saja. 

   Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan 

ujrah, yaitu: 

a. Menurut Asy-Syafi‘iyah, Ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang 

mengandung maksud tertentu. 

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqe, Ijarah ialah akad yang objeknya 

penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 

imbalan, sama dengan menjual manfaat 

c. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang 

lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. 
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       Berkenaan dengan konsep ijarah atas tenaga manusia. Maka fiqh 

mengatur dengan ujrah (upah) sebagai berikut:
32

 

a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan harus dinyatakan secara 

jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (tidak jelas) hal itu sudah 

menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama menetapkan keabsahan 

ujrah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui 

berdasarkan adat kebiasaan. 

b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan 

yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, 

hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan 

pada praktek riba. 

       Ujrah adalah akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa. 

Menurut pasal 20 ujrah merupakan upah barang dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran.
33

 Ujrah merupakan transaksi terhadap suatu 

pekerjaan tertentu.
34

. 

 Hal-hal yang berkaitan dengan upah : 

a. Upah bersih adalah jumlah uang yang diberikan/dibayarkan kepada 

karyawan 

b. Upah borongan adalah yang diberikan/dibayarkan kepada bukan atas 

dasar satuan waktu melainkan atas dasar satuan barang atau tugas yang 

dikerjakan. 

                                                           
32

 Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2020), 10. 
33

 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontenporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101. 
34

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113. 
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c. Upah harian adalah bayaran yang dibayarkan kepada karyawan 

hanya untuk hasil kerja selama satu hari lamanya  

d. Upah minimum adalah merupakan upah paling rendah menurut 

undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh 

perusahaan kepada karyawan 

e. Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang 

dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan 

f. Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara 

tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap 

ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangantidak 

tetap lembur dan lainya. 

g. Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh 

secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah tersebut 

dikarenakan volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan 

padat maka upah akan lebih besar begitupun sebaliknya. 

       Dapat disimpulkan yang dimaksud upah adalah memberikan 

imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut 

perjanjian yang telah disepakati.
35

 

  

                                                           
35

 Khumedi Ja‘far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan 

Bisnis, cet ke 4 (Surabaya: Gemilang, 2019), 137. 
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2. Dasar Hukum Upah 

       Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa Ujrah dibolehkan 

sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia 

sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah 

satu akad tolong-menolong. 

       Adapun dasar hukum diperbolehkannya ijarah  terdapat dalam beberapa 

ayat dalam firman Allah, yaitu; 

a. Al-Qur‘an 

Ayat dalam Al-Qur‘an yang memerintahkan untuk memberikan upah 

setelah mendapatkan manfaat yang didapatkan, yaitu dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 233, yang berbunyi: 

نيَْهِ كَامِهيَْهِ نمَِهْ ارََادَ انَْ يُّخمَِّ   ُْ لََدٌَهَُّ حَ َْ نذِٰثُ يرُْضِعْهَ اَ ُٰ انْ ََ
ضَاعَ  فِۗ لََ انرَّ َْ حٍُهَُّ باِنْمَعْرُ َُ كِطْ ََ ًٗ رِزْقٍُهَُّ  دِ نَ ُْ نُ ُْ عَهىَ انْمَ ََ تَ ۗ 

نذَِيٖ  َُ ًٗ بِ دٌ نَّ ُْ نُ ُْ لََ مَ ََ نذٌَِاَ  َُ انذَِةٌ ۢبِ ََ ضْعٍَاَ ۚ لََ حضَُاۤرَّ  َُ حكَُهَّفُ وفَْصٌ الََِّ 

ارِدِ مِثْمُ رٰنكَِ ۚ فاَنِْ ارََادَا فصَِالَا عَهْ حَ  َُ عَهىَ انْ ىٍْمَُا ََ رَاضٍ مِّ

لََدَكُمْ فلَََ  َْ ا اَ ُْْٓ انِْ ارََدْحُّمْ انَْ حطَْخرَْضِعُ ََ ٍِمَا ۗ رٍ فلَََ جُىاَحَ عَهيَْ َُ حشََا ََ
ا انََّ  ُْْٓ اعْهمَُ ََ  َ

احَّقُُا اّللّٰ ََ فِۗ  َْ آْ اٰحيَْخمُْ باِنْمَعْرُ جُىاَحَ عَهيَْكُمْ ارَِا ضَهَّمْخمُْ مَّ

نَ بَ  ُْ َ بمَِا حعَْمَهُ
 صِيْرٌ اّللّٰ

       Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 

ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 

tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
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sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-

Baqarah/2:233)  

          Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah harus sesuai 

dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Apabila kalian ingin mencari orang lain selain ibunya untuk menyusuinya, 

maka kalian tidak berdosa sepanjang kalian memberikan nafkahnya 

bersama orang yang menyusuinya dan upahnya secara baik, tanpa 

dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Apabila upah diberikan tidak sesuai 

maka akadnya tidak sah, pemberi kerja sebaiknya tidak curang dalam 

pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak 

yang dirugikan. 

           Selanjutnya dengan firman Al-Qur‘an Surat An-Nahl ayat 97: 

ًٗ حَيُٰةا  َُ مُؤْمِهٌ فهَىَحُْييِىََّ ٌُ ََ َْ اوُْثٰى  هْ رَكَرٍ اَ ا مِّ مَهْ عَمِمَ صَانحِا

نَ  ُْ ا يعَْمَهُ ُْ مُْ اجَْرٌَمُْ باِحَْطَهِ مَا كَاوُ نىَجَْسِيىٍََّ ََ  
 طَيِّبتَاۚ

       Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan 

dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. 

(An-Nahl/16:97) 

       Ayat tersebut menjelaskan barangsiapa beramal saleh sesuai dengan 

syariat, laki-laki atau wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami 

akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan 

(membuatnya) ridha terhadap ketetapan Allah, kanaah dan bimbingan 

menuju ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di Akhirat dengan 

pahala yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan di 
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dunia. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar 

akan mendapat imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. 

b. Al-Hadis 

Ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai upah, hadis Rasulullah 

SAW menegaskan: Dalam fiqh as-Sunnah (1989:3: 198) 

رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ  عَنْ عَبْدِالِله بْنِ عُمَرَ قاَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أعَْطوُالَْْجِي ْ
 يََِفَّ عَرَقوُُ 

         “Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: 

"Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu 

Majah).‖ 

       Maksud hadis di atas Islam menekankan bagi setiap pengusaha yang 

memiliki pekerja untuk segera membayar upah (gaji) mereka sesuai 

kesepakatan jumlah dan waktu (menyegerakan upah pekerja). Selain itu, 

pengusaha pun dituntut untuk mencukupi kebutuhan hidup pegawainya 

(kesejahteraan pekerjan). Kerja atau jerih payah setiap orang sangat 

dihargai Islam. Sehingga agama ini menganjurkan untuk mencantumkan 

ketentuan dalam setiap kesepakatan kerja. Kesepakatan atau kontrak 

kerja ini akan memberikan kejelasan, baik kepada pekerja maupun 

pengusaha, tentang kewajiban dan hak masing-masing. 

ثَ نَا يََْيََ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسَْْعِيلَ بْنِ أمَُيَّةَ عَنْ سَعِيدِ  ثَ نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ حَدَّ
سَلَّمَ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْمَقْبُُِيِّ عَنْ أبَيِهُريَْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَ 

ثَلََثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَوُ خَصَمْتُ هُيَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ 
أعَْطَى بِ ثَُُّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََوُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْتَ وْفََ مِنْوُ 

 رواه ابن ماجة و أحمد(وَلَمْيُوفِّوِ أَجْرهَُ. )
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        Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa‟id berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma‟il bin Umayyah dari 

Sa‟id bin Abu Sa‟id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah 

saw bersabda: “Tiga  orang yang akan menjadi musuhku pada hari 

kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan 

memusuhinya pada hari kiamat; seseorang yang memberi dengan namaku 

tetapi dia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian 

dia memakan hasil penjualan, dan seseorang yang memperkerjakan 

pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak 

membayar upahnya” (HR Ibnu Majah dan Ahmad) 

 

c. Ijma 

     Landasan Ijma‘ adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa menyewa 

dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah 

kesepakatan ijma‘ ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 

berbeda pendapat. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‘ bahwa 

ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
36

 Seperti perkataan 

Ibnu Qudamah bahwasanya: ‖semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan 

negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa.‖ 

Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata Bidayatul Mujtahid yaitu 

mengatakan ―sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha anshar 

(semua kota).
37

 

3. Rukun dan Syarat Upah 

a. Rukun Upah 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena 

adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, 

                                                           
36

 Sisminawati dan Ahmad Suminto, ‗Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-

Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah‘, Musyarakah : Journal Of Sharia Economic (MSSE), 

Vol 1,.no 1 (2021), 82. 
37

 Silvia Nur Febrianasari, ‗2471-7247-1-Sm‘, Jurnal Ekonomi Syariah, vol 2.no 2 

(2020), 196. 
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terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, 

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-

unsur yang membentuk itu disebut rukun. Ahli-ahli hukum mazhab 

Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, 

mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para 

pihak yang yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka 

mengatakan: Adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti 

apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan 

rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa 

menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) 

sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek 

akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-

menyewa. Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua 

yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah 

mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang 

dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya 

suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu 

sendiri. 

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam transaksi. Rukun dari 

akad ujrah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:
38

 

1) Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa 

menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir adalah yang memberikan upah, 

                                                           
38

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

117. 
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musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. 

Disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap, 

dan saling meridhai. Mazhab Imam Asy Syafi‘i dan Hambali 

menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh.
39

 Menurut mereka akad 

anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. 

Syarat yang terakhir adalah kerelaan dua pihak yang melakukan akad. 

Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka 

tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-

Nisa (4):29 yang berbunyi: 

طِلِ إِلََّ  ٓ  آْٓ لََ تأَْكُلُو ٓ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآْٓ يَ   نَكُم بٱِلْبَ  لَكُم بَ ي ْ أَن  ْٓٓ أمَْوَ 
إِنَّ ٱللَّوَ كَانَ  ٓۚ أنَفُسَكُمْ  ٓ  آْٓ وَلََ تَ قْتُ لُو ٓۚ ةً عَن تَ راَضٍ مِّنكُمْ تَكُونَ تَِ رَ 

 بِكُمْ رَحِيمًا

       “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29) 

2) Shighat, ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟jir, ijab kabul upah-

mengupah. Syarat shighat yaitu harus dibuat sebelum pekerjaan itu 

dikerjakan, tidak boleh menyangkutpautkan dengan urusan lain, harus 

terjadi atas kesepakatan bersama. 

3) Ujrah (Upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa 

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. Dengan 

syarat hendaknya: 
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a) Upah yang diberikan harus sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. 

Jika upah tidak jelas/tidak diketahui jumlahnya maka itu akad 

ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui/tidak jelas. 

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang  

dari  pekerjaannya,  karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. Jika dia mengambil  gaji dari pekerjaannya berarti dia 

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan 

saja. 

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya 

harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang 

menjadi obyek sewa-menyewa.
40

 

4) Manfaat, jika akan mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan 

bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis 

harus diketahui sesuai syarat upah. Sesuatu  yang dikerjakan  dalam  

upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan 

beberapa syarat berikut: 

a) Hendaklah  barang  yang  menjadi  objek  akad upah mengupah dapat 

dimanfaatkan kegunaannya. 

b) Hendaklah yang menjadi objek upah mengupah dapat diserahkan 

kepada pekerja berikut kegunaannya. 
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c) Manfaat dari benda atau upah yang disewa/diberikan adalah perkara 

yang boleh menurut syara‘ bukan hal yang dilarang. 

d) Benda atau upah yang disewakan atau diberikan disyaratkan kekal 

(zat) nya hingga waktu yang ditentukan. 

b. Syarat Upah 

       Adapun menurut Rachmad Syafii dalam buku fiqh muamalah syarat-

syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu sebagai berikut:
41

 

1) Syarat Terjadinya Akad Syarat In‟inqad (terjadinya akad) berkaitan 

dengan aqid zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah 

aqid (orang yang melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan 

mumayiz (minimal 7 tahun), serta disyariatkan harus baligh. 

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa tamyiz adalah syarat 

ijarah dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahannya 

saja. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyariatkan 

orang harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak 

mumayyiz belum dikategorikan ahli akad. 

2) Syarat pelaksanaan (An-Nafadz) agar ijarah terlaksana, barang harus 

dimilik aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). 

Dengan demikian, ijarah al-fadhul (ijarah yang dilakukan oleh orang 

yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) 

tidak menjadi akad ijarah. 

                                                           
41

 Nandang Burhanudin, Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam (Kalimantan Timur: CV. 

Media Fitrah Rabbani, 2010), 156. 



31 
 

 

 

 

3) Syarat sah ijarah keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid 

(orang yang akad), ma‟qud „alaih (barang yang menjadi objek akad), 

ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad). Untuk sahnya akad ijarah 

diperlukan syarat sebagai berikut: 

a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad 

b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 

sehingga mencegah terjadinya perselisihan 

c) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat 

dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara‘.  

Menurut mahzab Abu Hanifah, yaitu menyewakan barang yang 

tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak 

boleh sebab manfaat kegunaannya tidak ditentukan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan barang 

yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak 

diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab 

barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat 

dimanfaat dan penyerahan dapat cara persiapannya dapat dilakukan 

dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk 

kegunaan teretentu, sebagaimana juga diperbolehkan dalam 

masalah jual beli. 

d) Objek akad ijarah harus dipenuhi, baik menurut hakiki maupun 

syar‟i. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit 

diserahkan secara hakiki seperi menyewakan kuda binal untuk di 
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kendarai bahwa manfaat, adalah  hal yang  mubah, bukan yang 

diharamkan. Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat 

karena maksiat wajib ditinggalkan orang yang menyewa seseorang 

untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan 

rumahnya kepada orang yang menjual khamar atau untuk 

digunakan main judi atau di jadikan gereja, maka menjadi ijarah 

fasid.
42

 

e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban 

orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Hal tersebut 

karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib 

dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu
43

 

4) Syarat kelaziman 

a) Barang sewaan terhindar dari cacat, jika terdapat cacat barang 

sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan 

membayar penuh atau membatalkannya. 

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab 

kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Yang 

dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan 

kemadharatan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga 

macam, pertama uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-
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pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan 

sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, kedua uzur dari pihak yang 

disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk 

membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya. 

Ketiga uzur pada barang yang disewa, seperti penyewa kamar 

mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus 

pindah. Adapun menurut ulama Syafiiyah, jika tidak ada uzur, 

ijarah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ijarah dapat 

dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang.  

4. Macam-Macam Upah 

       Dalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:
44

 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 

disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah 

pihak yang berakad. 

b. Upah yang sepadan (anjrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad 

ijarahnya telah menyebutka jasa (manfaat) kerjanya. Dilihat dari segi 

objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua : 

a. Ijarah manfaat (Al-ijarah ala al-Manfa‟ah) 

Sesuai dengan namanya Al-ijarah ala al-Manfa‟ah yaitu memilliki 

objek utama berupa manfaat yang berhubungan dengan sewa-menyewa 

kepada orang lain yang membutuhkannya dengan memberikan imbalan 
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berupa biaya sewa. Misalnya, seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, 

dan lain-lain.
45

 

b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-ijarah ala Al-„Amal).   

Al-ijarah ala Al-„Amal yaitu dengan cara mempekerjakan jasa seseorang 

dengan upah sebagai jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan 

disebut musta‟jir pihak yang bekerja ajir dan imbalan atau upah yang 

diberikan disebut ujrah. Artinya, ijarah ini berusaha untuk 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ijarah ini menurut 

para ulama hukumnya boleh dengan pekerjaannya harus jelas. Mu‟jir 

orang yang memiliki keahlian, tenaga jasa dan lainnya. Kemudian 

musta‟jir orang yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut 

dengan memberikan imbalan tertentu. Mu‟jir mendapatkan upah (ujrah) 

atas tenaga yang dikeluarkan untuk musta‟jir dan musta‟jir mendapatkan 

tenaga atau jasa dari mu‟jir. Upah (ujrah) yang diberikan harus sesuai 

dengan kesepakatan bersama.
46

 

5. Waktu Pembayaran Upah dan Berakhirnya Akad Upah 

       Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, 

namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk 

barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.
47

 Mengenai waktu pembayaran upah 

tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah 
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boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun 

tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai 

dikerjakan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia 

telah menunaikan pekerjaanya dengan semestinya dan sesuai dengan 

kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 

Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja 

menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan 

atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiaban. 

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus 

dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam ―peraturan kerja‖ 

yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan 

orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang 

dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam 

sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan 

(buruh). 

       Trasaksi ijarah dapat berakhir apabila telah tercapai tujuannya atau limit 

tenggat waktunya, wanprestasi salah satu pihak.
48

 Menurut ulama Syafi‘iyah, 

jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh 

upah, yaitu: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewa yang terjadi pada tangan penyewa. 
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b. Rusaknya barang yang disewakan. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (na,jur‟alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk menjahit. 

d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di 

tentukan dan selesainya, pekerjaan. Boleh fasakh Ijarah salah satu pihak, 

seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangan nya ada 

yang mencuri, maka dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. 

     Sedangkan, menurut ulama hanafiyah yaitu: 

a. Jika benda ditangan ajir, jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat 

upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Apabila tidak tidak ada bekas 

pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai 

akhir. 

b. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah 

setelah pekerja selesai bekerja. 

6. Prinsip-Prinsip dan Sifat Upah 

a. Prinsip Upah  

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua 

bagian, yakni sebagai berikut:
49

 

1) Adil 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat 

yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, 

tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan 
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kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata adala yang dalam 

Al-Qur‘an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam 

bentuk kalimat berita. Kata „adl di dalam al-Qur‘an memiliki aspek 

dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut 

mengakibatkan keragaman makna „adl (keadilan). Menurut M. 

Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan yakni: 

Pertama, „adl dalam arti ―sama‖ , kedua, kata „adl dalam arti 

―seimbang‖, ketiga, kata „adl dalam arti ―perhatian‖ terhadap hak-hak 

itu kepada setiap pemiliknya‖ keempat, kata „adl yang diartikan 

dengan ―yang dinisbahkan kepada Allah‖ 

       Kata „adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang 

lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum 

dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari‘ah yakni 

bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan 

mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. 

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut di atas adil dalam 

penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan 

upah dapat diartikan,
50

 yaitu sebagai berikut: 

a) Adil bermakna Jelas dan Transparan 

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW 

bersabda ―Dari Abi Sa‘id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi 

Muhammad SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang 
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ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)‖. 

(HR. Abdul Razak). Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa 

prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan 

komitmen melakukannya. 
51

 

Dalam hal tatacara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda: 

―Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan 

sebelum kering keringatnya‖. (HR. Abu Ya‘la, Ibnu Majah, Imam 

Thabrani Dan Tarmidzi).
52

 

b) Adil bermakna proporsional 

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari 

prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur 

Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah 

pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). 

Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan 

pokok mereka. Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi 

segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur‘an adil bermakna 

proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.
53

 

2) Layak  

       Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta 

proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak 

berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak 
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dalam pandangan ekonomi Islam yaitu: 

a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. 

b) Layak upah yang sesuai 

Merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja 

sehingga pekerja tidak tereksploitasi sepihak. Sebagaimana yang 

terdapat dalam Al-Qur‘an sebagai berikut: 

ا فىِ الَْرَْضِ مُفْطِذِيْهَ ۚ  ُْ لََ حعَْثَ ََ لََ حبَْخَطُُا انىَّاشَ اشَْياَۤءٌَمُْ  ََ 

             Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-

haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. 

(Asy-Syu'ara'/26:183) 

     Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, 

dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam 

pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah 

mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang 

biasanya diberikan. 

       Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan 

proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus 

mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh 

berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada 

posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha 

muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari‘ah dalam 

pengupahan para karyawannya di perusahan. 
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b. Sifat Upah 

       Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat 

mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad 

ijarah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila 

terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah 

satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak 

hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat 

mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak 

bisa dimanfaatkan.
54

 

B. Upah Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif 

       Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia 

melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha 

upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendahrendahnya agar 

harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih 

tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada 

waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang 

ia dapat beli dari upah itu.
55

 

       Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah atau imbalan adalah hak pekerja 

atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
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imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan.
56

 

       Selanjutnya agar dapat memahami apa itu upah maka harus dipahami 

juga istilah-istilah yang berkaitan di bawah ini: 

a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerjaan/buruh adalah 

setip orang yang bekerja denga menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

b. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

c. Pengusaha adalah : 

1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjelaskan suatu perusahaan milik sendiri 

2) Orang perorangan, persekutuaan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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d. Perusahaan adalah : 

1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus 

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

e. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, 

dan untuk pekerjaan/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan 

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab 

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 

pekerja/buruh. 

       Dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 

2003, disebutkan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 

yang melindungi buruh atau pekerja, meliputi:
57

 

a) Upah minimum 

b) Upah kerja lembur 

c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 
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d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya 

e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 

f) Bentuk dan cara pembayaran upah 

g) Denda dan potongan upah 

h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 

i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 

j) Upah untuk pembayaran pesangon 

k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 

2. Dasar Hukum Upah 

        Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang 

telah atau akan dilakukan 

       Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri 

suatu hubungan disebut hubungan kerja. 

      Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian 

kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian 

perburuhan. 

      Perlindungan upah diatur dalam Pasal (95) dan Pasal (96) Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa  
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pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan 

atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena 

kesengajaan atau kelalainnya mengakibatkan keterlambatan pembayaran 

upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja 

atau buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha atau 

pekerja, dalam pembayaran upah.
58

 

       Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menegaskan, upah adalah hak seorang pekerja atau buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjia kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan abgi pekerja atau buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. 

       Pemerintah sudah memberikan aturan mengenai pengupahan, yang 

bertujuan agar dapat melindungi hak karyawan (buruh) dari ketidak adilan 

pemberi kerja (pengusaha), dalam akad pengupahan semua karyawan 

(buruh) mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk 

kehidupannya, pekerja memperoleh imbalan dari seseorang yang 

memberikan pekerjaan secara adil dan tidak merugikan masing-masing 

pihak dan telah di lindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

ini pemerintah sangat berperan menetapkan aturan mengenai pengupahan 
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yang melindungi hak pekerja supaya memperoleh penghasilan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. 

       Dasar pengupahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

di Indonesia yang dijadikan pedoman atau dasar pengupahan di Indonesia, 

yaitu: 

a) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang 

Ketenagakerjaan. 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan. 

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial 

dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan Tahun 1993 dan Asuransi Sosial 

Tenaga Kerja (ASTEK), Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan 

Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) 

d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentan Sistem Jaminan Sosial 

Nasional 

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan 

f) Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Perlindungan Upah 

g) Peraturan Pemerintah Nomir 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. 
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h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor; PER-17/MEN/VIII/2005 

Tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapain Kebutuhan Hidup 

Layak. 

3. Sistem Pembayaran Upah 

       Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur 

sejak terjadinya hubunga kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. 

Sistem pembayaran upah sangat penting dala soal upah mengupah karena 

dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu 

upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah ada beberapa cara, yaitu:
59

 

a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran 

upah menurut jangka waktu yang telah disepakati sebelmunya. Misalnya, 

upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari dan per-jam 

b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah 

berdasarkan atas perhitungan imbalan untu suatu pekerjaan  

c. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang 

lazimnya dilaksakan melalui harga barang yang dihasilkan. 

d. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah 

yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh yang selanjutnya akan 

dibagikan diantara mereka sendiri. 

e. Sistem upah bagi laba, yaitu sistem pembayarn upah memberikan buruh 

atau pekerja bagian dari laba yang diperoleh dari perusahaan di samping 

upah utamanya. 
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f. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pembayaran upah yang 

didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh 

usaha yang bersangkutan. 

g. Sistem Upah Indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya 

disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pekerja yang 

bersangkutan. 

       Dalam hal pembayaran upah, pengusaha dan pekerja atau buruh dapat 

melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, tempat dan cara 

pembayaran upah yang terdapat dalam suatu perjanjian kerja. Menurut Pasal 

4 Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan 

Hubungan Kerja, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan 

atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

      Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) dapat digolongkan ke dalam 

3 kelompok yaitu: 

a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang 

dibayarkan menurut jangka waktu yang diperjanjikan oleh kedua belah 

pihak. 

b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang 

akan dibayarkan jika pekerja atau buruh telah selesai melakukan 

pekerjaan. 
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c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang 

didasarkanhanya akan dibayarkan atas perhitungan imbalan. 

       Implementasi pengupahan dalam hukum positif  tidak terlepas dari hak 

dan kewajiban masing-masing pihak, baik karyawan dan pengusaha. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut: 

a. Hak karyawan 

1) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

2) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas: 

a) Keselamatan dan kesehatan kerja. 

b) Moral dan kesusilaan. 

c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. 

d) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi dari pengusaha. 

e) Hak pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan. 

f) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan pekerjaan 

g) Hak menyatakan keberatan melaakukan pekerjaan bila syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang 

diwajibkan tidak memenuhi persyaratan. 

b. Kewajiban karyawan 
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1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai 

pengawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. 

2) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. 

3) Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja 

yang berlaku di tempat atau perusahaan yang bersangkutan. 

       Sistem pembayaran upah tidak terlepas dari komponen-kompenen 

upah dan bukan komponen upah. Yang termasuk komponen upah, 

60
yaitu: 

a. Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian. 

b. Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 

pekerjaan yang diberika secara tetap untuk buruh dan keluarganya 

yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan 

anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan 

kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan 

dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran 

buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa 

mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan 

dibayarnya upah pokok. 

c. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara 
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 F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
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tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayrkan tdiak 

bersamaan dengan pembayaran upah pokok.  

       Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah, di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura karena hal-hal 

yang bersifat khusus atau untuk meningkatkann kesejahteraan buruh, 

seperti fasilitas kendaran, antar jemput, pemberian makan secara 

cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin 

dan sejenisnya. 

b. Tunjangan hari raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya. 
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